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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyandang disabilitas merupakan sesorang yang menyandang suatu keadaan atau 

kondisi dimana adanya keterbatasan kemampuan mental dan fisik atau suatu kondisi ketidak 

mampuan seseorang dalam melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Penyandang 

disabilitas termasuk suatu kelompok yang tergolong pada kelompok rentan dimana 

kelompok ini yang paling sering menerima perlakuan atas kekerasan atau tindak diskriminasi 

atas hak-hak yang tidak terpenuhi. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak serta 

kewajiban yang setara dengan masyarakat non disabilitas sekitar 15% dari keseluruhan 

jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Sudah seharusnya penyandang 

disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang bertujuan untuk upaya perlindungan dari 

kerentanan terhadap berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi dari berbagai pelanggaran 

hak asasi manusia (Vincentia, 2020). 

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan universal declaration of 

human rights yang berisikan pokok – pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, 

termasuk cita – cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. 

Adanya perdebatan panjang, majelis umum PBB meminta kepada komisi HAM PBB untuk 

membuat rancangan Konvensi terkait hak sipil dan politik (International Covenant on Civil 

and Political Rights) yang memuat sebanyak mungkin ketentuan pasal yang akan 

menetapkan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (Making, 

2006). Konvensi terkait hak sipil dan politik seperti hak hidup, hak bebas dari penyikasaan 

dan perlakuan tidak manusia, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi dan hak lainnya 

yang menyangkut terkait hak sipil dan politik. Selain itu, international convenant on 

Economic, Social Cultural Rights dibentuk untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya 

individu seseorang seperti hak buruh, hak Kesehatan, hak pendidikan serta hak atas standar 

kehidupan yang layak. Lebih lanjut, konvensi tersebut telah diatur ke dalam sebuah resolusi 

majelis umum United Nations Human Rights office of the high commissioner (OHCR). 

Resolusi tersebut berisikan (OHCR, 1976) : 
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“The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to 

education. They agree that education shall be directed to the full development of the human 

personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights 

and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to 

participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship 

among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the 

United Nations for the maintenance of peace” (Resolusi Majelis Umum, Bab 3, Bagian 13). 

Maksud dari isi majelis resolusi umum tersebut adalah tiap negara yang bergabung 

pada konvensi ini wajib untuk memberikan pendidikan bagi semua individu demi kehidupan 

yang layak. 

International Labour Organization dibentuk sebagai organisasi dibawah naungan 

PBB yang terus berupaya untuk mendorong terciptanya peluang bagi siapapun baik laki - 

laki atau perempuan serta para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang 

layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama organisasi 

perburuhan internasional untuk mempromosikan hak hak di tempat kerja, mendorong 

terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat 

dialog dalam mengatasi isu permasalahan terkait dengan dunia kerja (Liunsanda, 2019). 

Pemenuhan dan perlindungan hak bagi penyandang disabilitas harus di penuhi oleh 

suatu negara termasuk hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Suatu negara harus 

memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya sebagaimana yang terkandung dalam 

deklarasi universal hak asasi manusia yang telah diakui sebagai hak utama dalam hukum 

ham internasional dan konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak atas pekerjaan 

dalam menekankan pengembangan ketiga hal tersebut. Hak atas pekerjaan merupakan Hak 

Asasi bagi semua manusia yang tidak dapat dipisahkan karena setiap manusia tanpa 

terkecuali termasuk penyandang disabilitas mempunyai hak untuk berpartisipasi, berhak 

untuk berkontribusi serta menikmati hasil pembangunan disuatu negara untuk kesejahteraan 

hidupnya serta meminimalisir tingkat kemiskinan di negara tersebut. 

Dalam membahas fenomena isu politik, ekonomi dan sosial tentu akan melibatkan 

perihal kesejahteraan manusia dan masyarakat di suatu negara. Tingkat kesjahteraan 

manusia dapat dilihat dari status pekerjaannya. Dalam hal ini pekerjaan menjadi suatu hal 

yang signifikan untuk dibahas. Definisi pekerjaan menurut Wiltshire berfokus pada 
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terjadinya suatu aktivitas, waktu dan tenaga yang dihabiskan serta imbalan yang didapatkan. 

Imbalan disini dapat berupa uang atau dalam bentuk lainnya. International Labour 

Organization (ILO) sebagai organisasi internasional yang focus pada bidang penanganan 

mengenai permasalahan dunia kerja, kaum termaginal seperti ibu dan anak serta penyandang 

disabilitas (Larasati, 2020). 

Pekerjaan layak merupakan tujuan utama organisasi ILO untuk semua orang 

termasuk penyandang disabilitas. ILO telah beroperasi selama 50 tahun untuk 

mempromosikan serta mengembangkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi 

penyandang disabilitas dengan berdasarkan prinsip kesetaraan kesempatan, perlakuan yang 

sama, mengarustamakannya kedalam rehabilitasi keterampilan dan program pelayanan 

pekerjaan dan pelibatan mayarakat. Prinsip non – diskriminasi semakin ditekankan karena 

isu penyandang disabilitas dilihat juga sebagai isu hak asasi manusia. ILO juga berupaya 

mencapai tujuan melalui promosi standar tenaga kerja, advokasi, pengembangan 

pengetahuan dalam pelatihan dan mempekerjakan para penyandang disabilitas dan 

memberikan pelayanan Kerjasama teknis dan kemitraan (Organization, Sekilas tentang ILO, 

2007). 

Grafik 1.1 Data Pekerja PD 2018 - 2020 
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PD : Pekerja Disabilitas 

Non-PD : Non Pekerja Disabilitas 

 
Sumber: (Dr. Vivi Yulaswati, 2021) 

 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang telah dijelaskan diatas, Indonesia 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 276,4 juta jiwa pada tahun 2021. Terhitung sebanyak 

16.5 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang terdiri dari 7.6 juta laki-laki dan 8.9 juta 

perempuan. Jumlah ini terbilang cukup tinggi mengingat hanya sekitar 5.825 jiwa 

penyandang disabilitas yang telah bekerja (Statistik, 2020). Hal inilah yang menjadi 

perhatian bagi pemerintah karena semakin tingginya penyandang disabilitas yang belum 

memiliki pekerjaan akan berdampak pada penurunan ekonomi di Indonesia. Dilihat dalam 

beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai perubahan terhadap kemajuan ekonomi 

dan politik yang cukup besar serta condong ke suatu sistem yang berbasis hak lebih kuat dan 

demokratis serta didampingi berbagai dukungan dari pasar tenaga kerja yang cukup luas, 

hukum ketenagakerjaan dan suatu reformasi perubahan jaminan sosial untuk masyarakat 

untuk memenuhi haknya (RI K. S., 2020). 

Hak dan Kewajiban bagi semua warga Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, 

maupun latar belakang mereka telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal Pasal 26 ayat 3, 

Pasal 27 ayat 2, dan Pasal 28 ayat 2 (Ndaumanu, 2020 ). 

Adapun isi dari pasal 26 ayat 3 pada UUD 1945 yang berisikan: 
 

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” 

Maksud dari setiap orang yang disebutkan diatas termasuk ke dalam warga negara 

Indonesia. Lebih lanjut, Hak yang dapat diperoleh bagi seluruh orang diantara lainnya adalah 

memperoleh pengembangan kompetensi agar mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari- 

harinya dan dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara. 

Adapun isi dari pasal 27 ayat 2 pada UUD 1945 yang berisikan: 
 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan” 
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Maksud dari pasal tersebut menerangkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk 

memberikan hak secara merata bagi seluruh warga Indonesia tanpa memandang latar 

belakang, ras, maupun status sosial agar mereka (seluruh warga Indonesia) dapat 

memperoleh penghidupan yang layak. 

Adapun isi dari pasal 28 ayat 2 adalah sebagai berikut: 
 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang 

adil dan layak dalam hubungan kerja”. 

Maksud dari pasal yang telah disebutkan diatas adalah negara memiliki kewajiban 

untuk memberikan imbalan dan perlakuan yang berkemanusiaan bagi para pekerja atau yang 

dalam hal ini warga negara Indonesia. 

Secara keseluruhan berdasarkan dari 3 pasal yang telah disebutkan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Hak asasi manusia tersebut terdiri dari pendidikan, hak dalam 

membangun rumah tangga, hak dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak serta hak 

untuk mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Hak untuk mendapatkan 

pekerjaan dapat dijelaskan bahwasanya hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari naluri 

manusia, karena setiap manusia mempunyai hak untuk terlibat langsung dan memiliki 

kontribusi penuh untuk merasakan dampak dari pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan 

politik. Segala hak ini dapat dicapai sesuai dengan peratifikasian yang dilakukan Deklarasi 

Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai hak atas pembangunan pada tahun 1986. Pernyataan 

dalam deklarasi PBB menjelaskan bahwasanya setiap hak asasi manusia tidak dapat 

dilanggar dan tidak terdapat hak yang lebih tinggi dari hak lainnya serta juga perkembangan 

satu hak tidak dapat dilakukan dengan mengurangi hak – hak lainnya. 

Oleh karena itu Indonesia secara resmi telah meratifikasi konvensi hak-hak 

penyandang disabilitas (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai 

Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Ndaumanu, 2020 ). 

Convention on the right of person with disabilities atau CRPD merupakan sebuah 

konvensi mengenai hak – hak para penyandang disabilitas yang selanjutnya telah diratifikasi 

oleh negara Indonesia melalui Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2011 tentang pengesahan dari CRPD. Isi Sebagian dari Undang Undang Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2011 yang berbunyi (RI J. B., n.d.): 
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“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang 

kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan 

dan perlakuan semena–mena serta mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan atas 

integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain.” 

Convention on the Right of Persons with Disabilities merupakan sarana hak asasi 

manusia di ruang lingkup baik internasional ataupun nasional dalam suatu upaya 

kehormatan, pemenuhan serta perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di 

Indonesia. CRPD mempunyai tujuan dalam meningkatkan, melindungi serta memberikan 

jaminan kesetaraan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua kelompok penyandang 

disabilitas dan pemberian kehormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai hal 

yang tidak dapat dipisahkan. 

Pada praktiknya, Penerapan atas disepakatinya konvensi Pekerja penyandang 

disabilitas di CRPD yang kemudian diperbarui pada Undang–undang Nomor 8 Tahun 2016 

mengenai penyandang disabilitas. Point – point penting yang diambil dari keterbaruan 

Undang – Undang ini lebih banyak menyorot kesepakatan yang diakomodasi pada CRPD. 

Adapun point penting yang dimaksud adalah Indonesia sebagai Negara anggota ILO yang 

telah meratifikasi CRPD dan merumuskan ke dalam undang – undang nomor 8 tahun 2016 

mengenai pekerja penyandang disabilitas memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hidup 

mereka agar dapat memperoleh pekerjaan. Point yang berubah adalah: pada undang – 

undang no. 4 tahun 1997 terhadap pekerja penyandang disabilitas adalah “belas kasihan” 

maka pada undang - undang nomor 8 tahun 2016 lebih ke “pemberdayaan” (UI, 2017). 

Adapun undang – undang nomor 8 tahun 2016 mengenai pekerja penyandang disabilitas 

yang menyebutkan bahwa mereka berhak untuk memperoleh pekerjaan baik dari sektor 

swasta maupun pemerintahan tanpa diskriminasi diatur pada Bagian ketujuh dan pasal 11 

(BPK, n.d.) 

Pada tahun 2020, Dikutip dari CNN Indonesia bahwa pandemic Covid 19 mulai 

merabah ke Indonesia yang mengakibatkan berdampak besar pada banyak orang, termasuk 

para disabilitas (Indonesia, 2021). Jumlah mereka pun tak sedikit. , pandemic Covid-19 

membawa pengaruh yang signifikan bagi penyandang disabilitas seperti damapak sosial 

yang dimana mereka cendrung merasakan sepi dan isolasi yang bisa memicu masalah 

Kesehatan lainnya, dampak pekerjaan penyandang disabilitas lebih rentan kehilangan 

pekerjaan pada masa pandemic dan sulit saat ingin Kembali bekerja dimasa pandemic serta 



7  

dampak pendidikan yang dimana banyak dari mereka yang karena berbagai hal, tidak bisa 

mengikuti pendidikan secara online. Hal ini yang menjadikan pemerintah Indonesia 

berupaya dalam membuat kebijakan dibantu oleh organisasi Internasional seperti 

international labour organization dalam memberikan pekerjaan serta hak yang layak bagi 

penyandang disabilitas. Jika dibandingkan turun perbandingan angka pekerja disabilitas 

terhitung tahun 2020-2021 

 

 

 
Grafik 1.2 Jumlah Pekerja dengan Disabilitas di tahun 2020 - 2021 

 
Sumber: (Ahdiat, 2022). 

 
Berdasarkan dari penjelasan yang ada pada Grafik diatas maka dapat dilihat bahwa 

pada tahun 2021 jumlah dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau 

sekitar 5,37% dari total penduduk yang bekerja, sedangkan pada tahun 2020 yang dimana 

jumlah pekerja dengan disabilitas mencapai 7,67 juta orang atau 5,98% dari total penduduk 

bekerja. 
 

NO NAMA 2020/ORANG 2021/ORANG 

1 Berusaha sendiri 2.156.930 2.060.949 

2 Dibantu buruh tidak tetap 2.023.696 1.802.359 

3 Buruh/Karyawan/Pegawai 1.373.884 1.266.107 



8  

4 Pekerja Keluarga 1.108.631 985.445 

5 Pekerja Bebas Pertanian 469.407 398.088 

6 Kerja Bebas Nonpertanian 288.138 316.476 

7 Dibantu Buruh Tetap 257.126 208.935 

8 Total 7.677.812 7.040.359 

Berdasarkan dari penjelasan pada Tabel yang ada diatas, kita dapat melihat bahwa 

munculnya Covid – 19 telah memberikan dampak yang luar biasa bagi para pekerja 

penyandang disabilitas. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah penurunan pendapatan 

yang diperoleh dari Pekerja penyandang disabilitas hingga adanya pemutusan hubungan 

kerja (PHK). Hal ini tidak terlepas dengan adanya pengurangan jam kerja sehingga terjadi 

perubahan besar dalam tenaga kerja pasar, serta adanya perubahan dari pekerja formal ke 

informal yang dialami oleh pekerja penyandang disabilitas. Tercatat bahwa pekerja 

penyandang disabilitas mengalami peningkatan persentase yang tidak memperoleh upah 

pada kurun waktu 2017 – 2020 mengalami peningkatan. Adapun peningkatan tersebut pada 

awalnya dari 11,8 % di 2017 hingga 2019, lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan 

sebesar 14,26% (Tendy Gunawan, Mapping Workers with Disabilities in Indonesia Policy 

Suggestions and Recommendations, 2022). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari penjelasan pada latar belakang masalah yang telah disebutkan 

diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama yang akan dibahas dalam 

penelitian kali ini yaitu: Bagaimanakah peran ILO (International Labour Organization) 

dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada masa 

pandemi Covid-19 di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk membahas tentang Bagaimana Peran ILO 

Dalam Pemenuhan Atas Hak Pekerja Bagi Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi 

Covid-19 Di Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua antara lain manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu dalam memberikan 

informasi, pengetahuan sekaligus masukan berupa fakta bagi para pembaca mengenai 

begaimana ILO sebagai organisasi internasional menerapkan peranannya ke Negara 

Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak mereka 

terkhusus dalam mendapatkan hak pekerjaan. Sekaligus mengenai seberapa banyak badan 

usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam menyediakan lowongan pekerjaan bagi para 

penyandang disabilitas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 
 

Manfaat praktis di penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran terkait 

bagaimana Indonesia dalam menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat melalui UU 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD, serta mampu melihat bagaimana badan 

usaha milik pemerintah ataupun swasta dalam memberikan peluang kerja bagi penyandang 

disabilitas untuk bekerja dalam hal pemenuhan hak asasi mereka. 
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